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ABSTRAK

Integrasi teknologi digital dalam pendidikan hukum di Indonesia merupakan kebutuhan
strategis dalam menghadapi transformasi sosial akademik yang ditandai oleh kemajuan pesat
teknologi informasi. Pergeseran paradigma pembelajaran hukum dari pendekatan konvensional
menuju sistem digital interaktif menimbulkan tuntutan terhadap pembaruan regulasi yang
adaptif dan responsif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi integrasi teknologi
digital dalam pendidikan hukum melalui dua dimensi utama, yaitu aspek normatif peraturan
perundang-undangan dan dimensi sosiologis transformasi akademik di lingkungan perguruan
tinggi hukum. Metode yang digunakan adalah pendekatan normatif yuridis dengan penelaahan
bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta analisis terhadap doktrin Peter Mahmud
Marzuki dan Dyah Ochtorina yang menekankan pentingnya konsistensi logika hukum dan
konstruksi ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi nasional mengenai pendidikan
tinggi masih bersifat umum dan belum mengakomodasi kebutuhan digitalisasi pendidikan
hukum secara komprehensif, khususnya dalam aspek akreditasi, perlindungan data, dan
penjaminan mutu pembelajaran daring. Di sisi lain, secara sosial akademik, terjadi perubahan
signifikan dalam cara belajar, berinteraksi, serta membangun literasi hukum digital yang
menuntut adaptasi cepat oleh sivitas akademika. Integrasi teknologi digital dipandang sebagai
langkah strategis untuk memperkuat kualitas pendidikan hukum, memperluas akses terhadap
sumber hukum, serta menumbuhkan budaya hukum yang progresif. Keberhasilan integrasi ini
memerlukan pembaruan regulatif dan kolaborasi lintas disiplin agar pendidikan hukum
nasional menjadi adaptif, inovatif, dan berkelanjutan.
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The integration of digital technology into legal education in Indonesia represents a strategic necessity in
responding to the ongoing academic and social transformation driven by rapid advances in information
technology. This transformation has shifted the traditional paradigm of legal education from lecturer
centered instruction toward interactive and technology-based learning models thus demanding adaptive
and responsive regulatory reforms. This study aims to analyze the urgency of integrating digital
technology within legal education through two primary dimensions: the normative framework of statutory
regulations and the sociological transformation of academic practices in law faculties. The research
employs a normative juridical approach, examining primary, secondary, and tertiary legal materials,
supported by doctrinal analysis based on Peter Mahmud Marzuki and Dyah Ochtorina’s legal scholarship
emphasizing logical coherence and methodological rigor. The findings indicate that Indonesia’s higher
education regqulations remain general and fail to provide comprehensive guidance for the implementation
of digitalization in legal education, particularly in terms of accreditation, data protection, and quality
assurance in online learning. From a socio-academic perspective, significant changes are observed in
learning behavior, digital literacy, and ethical dimensions of academic interaction. The integration of
digital technology is therefore viewed as a strategic means to enhance the quality of legal education,
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broaden access to legal knowledge, and foster a progressive digital legal culture. The study concludes that
successful integration requires regulatory renewal and interdisciplinary collaboration to establish a more
adaptive, innovative, and sustainable legal education system.

Keywords
Legal Education; Digital Technology; Academic Social Transformation

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital pada dekade terakhir telah menciptakan
perubahan struktural yang signifikan dalam dunia pendidikan, termasuk dalam
ranah pendidikan hukum di Indonesia. Transformasi digital yang ditandai oleh
kemunculan teknologi kecerdasan buatan, sistem pembelajaran daring, dan
manajemen pengetahuan berbasis data telah mempengaruhi cara berpikir,
berinteraksi, serta membangun konstruksi keilmuan hukum di lingkungan
akademik. Pergeseran paradigma pembelajaran dari metode konvensional yang
berpusat pada dosen menuju sistem pembelajaran interaktif dan partisipatif berbasis
teknologi informasi menandai lahirnya era baru pendidikan hukum yang lebih
terbuka, fleksibel, dan kolaboratif. Fenomena ini menimbulkan tantangan serius
terhadap sistem pendidikan hukum yang selama ini cenderung normatif dan
tekstual, karena menuntut integrasi antara dimensi hukum yang bersifat dogmatis
dengan realitas sosial digital yang dinamis (Asshiddiqie, 2022).

Pendidikan hukum di Indonesia dihadapkan pada kebutuhan untuk
menyesuaikan diri terhadap perkembangan teknologi tanpa kehilangan karakter
ilmiahnya sebagai cabang ilmu normatif yang berlandaskan pada nilai keadilan dan
kepastian hukum. (Friedman, 2021). Ketidakmampuan institusi pendidikan hukum
dalam Dberadaptasi terhadap perubahan tersebut berpotensi menimbulkan
kesenjangan antara kompetensi lulusan dengan kebutuhan masyarakat hukum
modern yang berbasis digital. Berdasarkan realitas tersebut, penelitian ini dilakukan
untuk menganalisis urgensi integrasi teknologi digital dalam pendidikan hukum
melalui pendekatan konseptual dan normative (Azra, 2021).

Rumusan masalah penelitian ini diarahkan pada tiga fokus utama. Pertama,
bagaimana relevansi teoritis integrasi teknologi digital dapat dijelaskan dalam
kerangka pendidikan hukum modern. Kedua, bagaimana kebijakan dan regulasi
pendidikan tinggi di Indonesia memberikan landasan hukum terhadap proses
digitalisasi pendidikan hukum. Ketiga, bagaimana dampak sosial akademik dari
penerapan teknologi digital memengaruhi etika, budaya, serta tata kelola
pembelajaran hukum di perguruan tinggi. Ketiga rumusan tersebut dipilih untuk
menelaah arah pembaruan pendidikan hukum Indonesia agar mampu
bertransformasi menjadi sistem pendidikan yang adaptif, inovatif, dan berdaya saing
global.
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METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif yuridis yang
menempatkan hukum sebagai sistem norma yang menjadi acuan dalam
menganalisis integrasi teknologi digital dalam pendidikan hukum di Indonesia. Tipe
penelitian ini dipilih karena tujuan penelitian berfokus pada kajian terhadap asas,
prinsip, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan digitalisasi
pendidikan tinggi hukum (Ochtorina, 2020). Melalui tipe normatif yuridis, penelitian
ini berupaya menemukan kesesuaian antara norma hukum positif dengan
kebutuhan sosial akademik yang berkembang di era transformasi digital.
Pendekatan yang digunakan meliputi statute approach, conceptual approach, dan
comparative approach. Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-
undangan mengenai pendidikan tinggi dan teknologi informasi. Bahan hukum
sekunder mencakup literatur akademik, jurnal ilmiah, serta pandangan ahli hukum
pendidikan, sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan
ensiklopedia hukum. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan pola
penalaran deduktif, yaitu berpangkal pada prinsip umum tentang pendidikan
hukum dan teknologi digital untuk memperoleh kesimpulan yang bersifat khusus
mengenai arah pembaruan regulasi pendidikan hukum di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Relevansi Teoretis Integrasi Teknologi Digital dalam Pendidikan Hukum
Modern

Perubahan paradigma pendidikan hukum dipicu oleh kemajuan teknologi
digital yang menghadirkan tatanan baru dalam konstruksi keilmuan hukum. Proses
pembelajaran hukum yang sebelumnya bersifat satu arah telah bergeser menuju
model interaktif yang menempatkan mahasiswa sebagai subjek aktif dalam
mengonstruksi pemahaman terhadap norma, asas, dan nilai keadilan. Evolusi ini
memperlihatkan pergeseran epistemologis dari pendidikan hukum yang berpusat
pada teks menuju sistem yang berorientasi pada interaksi multidisipliner berbasis
digital. Keadaan tersebut menimbulkan konsekuensi terhadap metodologi
pengajaran hukum yang menuntut adaptasi dari tradisi doktrinal menuju
pendekatan kontekstual yang menautkan hukum dengan realitas sosial teknologi
(Rahardjo, 2021).

Penerapan teknologi digital dalam pendidikan hukum berakar pada teori
konstruktivisme sosial yang menekankan bahwa pengetahuan dibangun melalui
interaksi antara individu dan lingkungannya. Proses pembelajaran hukum yang
berbasis teknologi memungkinkan mahasiswa mengakses sumber hukum global,
berpartisipasi dalam forum hukum virtual, serta mengembangkan keterampilan
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analitis melalui simulasi kasus digital (Satjipto, (2022). Pendekatan ini memperkuat
pemahaman terhadap asas keadilan substansial karena peserta didik tidak hanya
mempelajari hukum dari aspek normatif, tetapi juga memahami implikasi sosialnya.
Integrasi teknologi digital memberikan peluang bagi pengembangan metode case-
based learning, legal analytics, dan virtual moot court yang memperkaya kompetensi
hukum secara praktis dan konseptual (Sidharta, 2020).

Transformasi digital memiliki relevansi filosofis dengan teori hukum responsif
yang dikemukakan oleh Philippe Nonet dan Philip Selznick, yaitu gagasan bahwa
hukum harus adaptif terhadap perubahan sosial. Pendidikan hukum yang responsif
terhadap teknologi akan menghasilkan lulusan dengan kemampuan interpretatif dan
argumentatif yang lebih tinggi karena interaksi digital memperluas wawasan
terhadap pluralitas sistem hukum dan praktik global. Model pendidikan seperti ini
mendukung terbentuknya digital legal culture, yakni budaya hukum baru yang
menempatkan teknologi sebagai instrumen penegakan hukum dan bukan ancaman
terhadap nilai-nilai keadilan (Sunggono, 2021).

Proses integrasi teknologi digital juga berkaitan dengan teori hukum progresif
Satjipto Rahardjo yang menegaskan bahwa hukum seharusnya tidak terkungkung
oleh teks, melainkan hadir untuk memanusiakan manusia. Digitalisasi pendidikan
hukum menjadi sarana untuk menghidupkan semangat progresivitas karena
teknologi mempercepat diseminasi pengetahuan hukum dan memperluas akses
terhadap sumber belajar hukum yang sebelumnya terbatas pada elite akademik.
Keberadaan platform digital menjadikan pendidikan hukum bersifat inklusif,
memungkinkan pembelajaran hukum menjangkau berbagai lapisan masyarakat dan
memperkuat kesadaran hukum publik. Dinamika tersebut menuntut reorientasi
kurikulum pendidikan hukum agar tidak hanya menekankan pada penguasaan teori
perundang-undangan, tetapi juga keterampilan adaptif terhadap teknologi. Kajian
hukum harus diarahkan untuk menjawab tantangan baru seperti cyber law, data
protection, artificial intelligence regulation, dan digital contract. Kompetensi tersebut
penting agar lulusan pendidikan hukum mampu memahami dimensi hukum yang
berkembang dalam ruang digital yang tidak lagi terbatas secara geografis
(Asshiddiqie, 2022). Upaya ini bukan semata modernisasi alat, melainkan perubahan
paradigma menuju sistem pendidikan hukum yang berbasis keilmuan transformatif.
Perkembangan teori hukum modern menegaskan perlunya integrasi antara dimensi
normatif dan empiris. Pendidikan hukum yang berorientasi digital memungkinkan
analisis hukum tidak hanya dilakukan melalui teks undang-undang, tetapi juga
berdasarkan data empiris hasil riset berbasis big data analytics. Pendekatan ini
memperluas kemampuan akademisi hukum dalam memprediksi arah kebijakan,
memahami perilaku hukum masyarakat digital, serta mengembangkan sistem
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hukum berbasis bukti. Relevansi teoretis ini menunjukkan bahwa integrasi teknologi

digital merupakan keniscayaan ilmiah yang tak terhindarkan bagi pendidikan

hukum modern karena hukum tidak lagi dapat dipisahkan dari perkembangan

teknologi yang membentuk masyarakatnya.

2. Landasan Regulatif Integrasi Teknologi Digital dalam Pendidikan Hukum di
Indonesia

Sistem regulasi pendidikan tinggi di Indonesia memiliki peran sentral dalam
menentukan arah transformasi digital. Kerangka hukum utama yang menjadi dasar
digitalisasi pendidikan hukum bersumber dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021
tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Kedua regulasi tersebut memberikan
legitimasi terhadap penyelenggaraan pembelajaran berbasis teknologi, namun masih
bersifat umum dan belum secara spesifik mengatur penerapan teknologi digital
dalam pendidikan hukum. Kondisi ini menciptakan ruang interpretasi yang luas
bagi perguruan tinggi hukum dalam mengimplementasikan digitalisasi tanpa
pedoman operasional yang terstandardisasi.

Analisis terhadap struktur normatif memperlihatkan adanya kebutuhan untuk
melakukan harmonisasi antara kebijakan pendidikan tinggi dan kebijakan
transformasi digital nasional. Keberadaan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018
tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik menjadi pijakan awal untuk
memperkuat tata kelola pendidikan hukum berbasis digital (Azra, 2021). Regulasi
tersebut perlu diinternalisasi dalam kebijakan universitas agar seluruh kegiatan
akademik, mulai dari perkuliahan, penelitian, hingga publikasi ilmiah, dapat
terintegrasi secara elektronik sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Ketiadaan regulasi khusus mengenai digitalisasi pendidikan hukum
berimplikasi terhadap ketidakseragaman standar pembelajaran. Setiap fakultas
hukum mengembangkan sistemnya masing-masing tanpa mekanisme pengawasan
yang konsisten. Situasi ini menimbulkan kesenjangan mutu dan menghambat
kolaborasi antarlembaga. Penyusunan regulasi turunan berupa peraturan menteri
atau pedoman nasional digitalisasi pendidikan hukum menjadi langkah strategis
untuk memberikan arah yang jelas terhadap pengembangan kurikulum, evaluasi
pembelajaran, serta perlindungan data akademik. Penataan regulasi juga perlu
memperhatikan prinsip legal certainty dan academic freedom (Rahardjo, 2021).
Sistem digitalisasi tidak boleh mengekang otonomi akademik yang menjadi roh
perguruan tinggi hukum. Keseimbangan antara kebebasan akademik dan kepastian
hukum diperlukan agar inovasi teknologi tidak menimbulkan pelanggaran terhadap
nilai-nilai etika akademik dan integritas ilmiah. Penataan hukum harus mengatur
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perlindungan data pribadi mahasiswa, mekanisme otentikasi akademik digital, serta
keabsahan bukti hukum hasil pembelajaran daring.

Keterpaduan antara kebijakan hukum dan teknologi digital juga membutuhkan
pendekatan interdisipliner. Regulasi pendidikan hukum harus bersinergi dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi
agar proses digitalisasi tidak hanya efisien tetapi juga aman secara hukum.
Perlindungan terhadap data akademik menjadi bagian dari hak privasi mahasiswa
dan dosen yang wajib dijaga oleh institusi pendidikan. Implementasi regulasi
tersebut memperkuat posisi hukum perguruan tinggi sebagai pelaksana pendidikan
berbasis teknologi yang bertanggung jawab.

Kerangka hukum nasional seharusnya disertai kebijakan turunan yang
mendorong peningkatan literasi digital di kalangan dosen dan mahasiswa.
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi perlu menetapkan
standar kompetensi digital bagi pendidik hukum agar kualitas pengajaran tidak
bergantung pada fasilitas teknologi semata, tetapi juga pada kemampuan adaptasi
dosen terhadap perubahan. Penetapan kebijakan tersebut dapat diwujudkan melalui
instrumen hukum administratif yang bersifat preskriptif, seperti pedoman nasional
pembelajaran hukum digital. Kelemahan regulasi nasional saat ini terletak pada
ketidakhadirannya dalam menegaskan arah integrasi teknologi digital sebagai
kebijakan strategis nasional pendidikan hukum (Azra, 2021). Kerangka normatif
masih terbatas pada penyediaan fasilitas dan sistem daring tanpa memperhatikan
implikasi epistemologis terhadap kurikulum hukum. Kondisi ini menunjukkan
bahwa reformasi regulasi pendidikan hukum diperlukan agar digitalisasi tidak
berhenti pada aspek teknis, tetapi menjadi bagian integral dari pembaruan sistem
hukum nasional.

3. Dampak Sosial Akademik Penerapan Teknologi Digital terhadap Etika,
Budaya, dan Tata Kelola Pendidikan Hukum

Perubahan sosial akibat digitalisasi telah menciptakan budaya akademik baru
di lingkungan pendidikan hukum. Sistem pembelajaran daring memperluas
interaksi antara mahasiswa dan dosen melalui ruang virtual yang melampaui batas
ruang dan waktu. Situasi ini membentuk pola komunikasi horizontal yang berbeda
dengan tradisi hierarkis pendidikan hukum konvensional. Struktur sosial akademik
yang semula terpusat pada otoritas dosen kini berkembang menjadi kolaboratif, di
mana pengetahuan dihasilkan melalui partisipasi kolektif dalam jaringan digital.
Perubahan pola interaksi membawa dampak terhadap etika akademik. Penggunaan
teknologi digital membuka kemungkinan pelanggaran integritas ilmiah seperti
plagiarisme daring, manipulasi data, dan penyalahgunaan sumber hukum elektronik
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(Friedman, 2021). Penegakan etika akademik menjadi tantangan utama karena batas
antara keaslian dan reproduksi informasi semakin kabur. Institusi pendidikan
hukum perlu memperkuat regulasi internal tentang etika digital akademik melalui
mekanisme pengawasan berbasis sistem deteksi otomatis dan edukasi etika hukum
berbasis nilai kejujuran ilmiah.

Budaya akademik di era digital menuntut kompetensi baru dalam mengelola
informasi hukum. Mahasiswa dituntut mampu memilah sumber hukum yang
kredibel di antara banjir data yang beredar di ruang digital. Keterampilan tersebut
membentuk literasi hukum digital, yaitu kemampuan mengidentifikasi, menilai, dan
menerapkan informasi hukum secara kritis. Literasi ini menjadi modal sosial bagi
pembentukan karakter akademik yang mandiri dan bertanggung jawab. Tata kelola
pendidikan hukum turut mengalami transformasi struktural. Sistem administrasi
akademik, penilaian, serta publikasi ilmiah bergeser menuju sistem elektronik.
Pergeseran ini memperkuat efisiensi birokrasi akademik sekaligus meningkatkan
transparansi. Keterbukaan data akademik melalui repositori digital memperluas
akses publik terhadap hasil penelitian hukum, yang berdampak pada peningkatan
akuntabilitas lembaga pendidikan hukum. Tantangan muncul ketika tata kelola
digital tidak diiringi dengan kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia yang
memadai, sehingga terjadi ketimpangan antarperguruan tinggi. Dampak sosial
akademik juga terlihat dalam perubahan orientasi karier lulusan hukum.
Kompetensi digital menjadi faktor penentu daya saing di pasar kerja hukum global.
Penguasaan teknologi analisis data hukum, legal tech, dan artificial intelligence
mendorong munculnya profesi baru di bidang hukum digital. Kondisi ini menggeser
pemahaman tradisional tentang profesi hukum yang hanya berfokus pada litigasi
menuju peran yang lebih luas seperti analis regulasi digital, konsultan kebijakan
teknologi, dan pengembang sistem hukum elektronik. Penerapan teknologi digital
menghadirkan potensi konflik antara modernisasi dan nilai-nilai dasar pendidikan
hukum.

Terdapat risiko dehumanisasi proses pendidikan apabila interaksi virtual
menggantikan kedekatan etis antara dosen dan mahasiswa. Pembelajaran hukum
memerlukan dimensi moral yang tidak sepenuhnya dapat digantikan oleh sistem
digital. Institusi pendidikan hukum perlu mengembangkan model hibrida yang
memadukan pembelajaran digital dan tatap muka agar nilai-nilai etik, tanggung
jawab sosial, dan empati tetap terpelihara (Friedman, 2021). Transformasi sosial
akademik akibat digitalisasi tidak dapat dihindari, namun dapat diarahkan melalui
kebijakan pendidikan hukum yang berbasis nilai keadilan dan integritas. Kekuatan
teknologi seharusnya digunakan sebagai alat untuk memperluas akses terhadap
keilmuan hukum, bukan sekadar alat komersialisasi pendidikan. Pergeseran budaya
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akademik ini dapat menjadi momentum bagi rekonstruksi pendidikan hukum
nasional agar mampu membentuk generasi hukum vyang adaptif terhadap
perubahan teknologi sekaligus menjunjung tinggi nilai moral profesi hukum.

KESIMPULAN

Integrasi teknologi digital pada pendidikan hukum memperlihatkan perubahan
paradigma keilmuan yang menuntut keseimbangan antara dogmatika hukum dan
realitas digital. Sistem pembelajaran hukum menjadi lebih terbuka, interaktif, serta
menekankan kolaborasi akademik berbasis data. Regulasi nasional belum
memberikan dasar normatif yang kuat terhadap penerapan teknologi pendidikan
hukum, sehingga dibutuhkan pembaruan kebijakan yang adaptif. Transformasi
sosial akademik memperlihatkan peningkatan kreativitas dan partisipasi sivitas
akademika. Integrasi digital akhirnya berfungsi sebagai instrumen strategis
penguatan kualitas hukum, keadilan, serta daya saing global lembaga pendidikan
hukum Indonesia.

Regulasi pendidikan tinggi perlu diperbarui agar digitalisasi pendidikan
hukum memperoleh legitimasi yang jelas. Institusi hukum disarankan
mengembangkan kurikulum hukum digital, pelatihan literasi teknologi, serta
penguatan etika akademik daring. Pemerintah dan universitas perlu menjalin
kolaborasi dalam membangun infrastruktur teknologi yang inklusif bagi seluruh
fakultas hukum. Pelaksanaan transformasi digital hendaknya memperhatikan
prinsip keadilan, transparansi, dan integritas ilmiah. Peningkatan kapasitas dosen
dan mahasiswa dalam memanfaatkan teknologi hukum modern akan mempercepat
pembentukan ekosistem akademik yang adaptif, berkelanjutan, dan relevan
terhadap kebutuhan masyarakat hukum digital.
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